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 Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Kabupaten Luwu Timur 
 
Analysis The Potential and Tax Effectiveness of Non Metallic Minerals and 
Rocks Tax in Luwu Timur District 
 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar jumlah potensi Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Luwu Timur, sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan efektifitas pemungutan. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan 
kepustakaan. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan menunjukkan bahwa potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan di Kabupaten Luwu Timur belum tercapai secara optimal. Sistem 
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diberlakukan oleh 
pihak BPKD Kabupaten Luwu Timur yaitu self assessment system. Untuk tahun 
2012-2016 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap 
Pendapaten Asli Daerah terus berfluktuatif. Efektifitas Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan berdasarkan potensi menunjukkan bahwa pemungutan dan 
pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cukup efektif.  
 
Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah,   
Potensi, Efektivitas 
 
This research aims to determine number of Non Metallic Minerals and Rocks 
Tax, as a source of regional revenue in Luwu Timur District, Non Metallic 
Minerals and Rocks Tax collection system, Non Metallic Minerals and Rocks Tax 
contribution to Local Income and the effectiveness of the collection. The  
Methode used of this research using collecting data technique with literature 
review. Result of analytical potential income calculations indicates that the 
potential of Non Metallic Minerals and Rocks Tax in Luwu Timur District is not 
optimal. Non Metallic Minerals and Rocks Tax collection system used by BPKD 
of Luwu Timur is self assessment system. For the years 2012-2016 the 
contribution of Non Metallic Minerals and Rocks Tax on Local Income is fluctuate. 
The effectiveness shows that the collection and management of Non Metallic 
Minerals and Rocks Tax is enough. 
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1.1 Latar Belakang 
 Reformasi yang terjadi oleh bangsa Indonesia membawa banyak 
perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. 
Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu 
perubahan adalah reformasi hubungan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah 
memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali sedalam-dalamnya sekaligus 
seluas-luasnya potensi daerah yang dimilikinya yang bisa di jual untuk memenuhi 
kebutuhan daerah, khususnya untuk membiayai pembangunan daerahnya agar 
tidak hanya bergantung pada subsidi pemerintah pusat yang selama ini masih 
menjadi sumber utama pemerintah daerah. 
 Pembangunan daerah saat ini adalah salah satu upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan hidup 
masyarakat dapat dicapai apabila pembangunan yang dilakukan secara merata. 
Dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang 
berisi tentang pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat lebih mandiri untuk 
mengurus wilayah daerahnya sendiri. Pemerintah sebagai dinamisator dan 
stabilisator tentunya melakukan pungutan pajak bukan tanpa alasan, tetapi 
memiliki tujuan. Tujuan itulah yang mendasarkan bahwa membayar pajak itu 




 Penerimaan daerah sendiri bersumber dari pendapatan asli daerah 
(PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah.  
Jenis dan sumber pendapatan asli daerah yang dominan adalah dana yang 
berasal dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan. Sedangkan sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang berasal 
dari dalam daerah yang bersangkutan. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang 
diharapkan menjadi salah satu elemen sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan pemungutan pajak daerah 
yang berdasar dari potensi penerimaan daerah.  
 Peningkatan PAD bagi pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen 
untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri menjadi konsekuensi dari 
adanya otonomi daerah. Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk 
meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan pajak daerah. Pemungutan pajak 
daerah di Indonesia diatur dalam UU No.34/2000 yang diperbaharui melalui UU 
No.28/2009 yang berisi tentang, pajak daerah  adalah  kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
 Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang 
No.28/2009. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak provinsi antara lain 
pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama 




Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan, Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak 
kabupaten/kota yaitu pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang 
Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan jalan. 
Berdasarkan Undang-Undang diatas pemerintah daerah diwajibkan 
untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak ini disesuaikan 
dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah 
(Perda), salah satu jenis pajak daerah yang diperbolehkan dalam UU No.28/2009 
untuk dilakukan pemungutannya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan.  
 Luwu Timur merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kabupaten Luwu Timur sendiri merupakan Kabupaten baru di Sulawesi 
Selatan yang berumur 13 tahun berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara 
yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. 
Kondisi sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur yang membuat pemasukan 
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pemasok 
Pendapatan Asli Daerah terbesar, objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 
 Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam dan batuan di 
Kabupaten Luwu Timur meliputi Batu Gunung, Batu Kali, Kerikil Sungai, Pasir, 
Pasir Kuarsa, Sirtu, Tanah, dan Tanah Liat sesuai dengan SK Bupati Kabupaten 
Luwu Timur No 238 Tahun 2010. Penyumbang dana terbesar dari Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur adalah PT. Vale Indonesia 




Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan tetapi juga kewajiban PT. Vale 
Indonesia kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten Luwu Timur yaitu pembayaran dana bagi hasil pertambangan umum 
berdasarkan PP 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan dengan rincian 
pembagian yaitu 20% Pemerintah Pusat, 16% Pemerintah Provinsi, 32% 
Pemerintah Daerah (Luwu Timur), dan 32% dibagi secara merata kepada 
seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dana bagi hasil pertambangan 
umum kewajiban PT. Vale Indonesia meliputi 2 jenis, pembayaran royalty (iuran 
eksplorasi/eksploitasi) dan landrent (iuran tetap) di mana kewajiban ini disebut 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan sebagai pemasok pendapatan asli daerah terbesar ini dapat 
terlihat pada table penerimaan pajak daerah Kabupaten Luwu Timur.  
 
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur
 
Sumber: BPKD Kab. Luwu Timur 
 
 Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas bahwa Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan  merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan 
pajak-pajak daerah lainnya. Rata-rata penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam 




jumlah penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap 
pendapatan asli daerah untuk tahun 2011 mencapai 49,65% dan mengalami 
penurunan untuk tahun 2012-2015 sebesar 46,16% 37,65% 29,87% dan 
32,22%, meskipun mengalami persentase penurunan dari penerimaan 
pendapatan asli daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat 
dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial 
dan produktif dibandingkan pajak lainnya.   
Tabel 1.2 Rincian Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan    
Kabupaten Luwu Timur. 
Sumber: BPKD Kab. Luwu Timur 
 
 Tabel 1.2 di atas menunjukkan target dan realisasi penerimaan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2011 berada dibawah tingkat 
capaian 100%, sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013 berada diatas tingkat 
pencapaian tetapi untuk target penerimaannya mengalami penurunan. Tahun 
2014 tingkat pencapaian dan realisasi penerimaan mengalami penurunan dari 
sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2015 tingkat pencapaian berada di atas 
100% dengan jumlah realisasi yang meningkat.  
 Meskipun secara target dalam penetapan target Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dari tahun ke-tahun dapat tercapai, tetapi dalam penetapan 
target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum berdasarkan potensi yang 




kehilangan potensi pajak. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya 
dengan cara menghitung potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
sebagai sumber pajak terbesar Kabupaten Luwu Timur.     
Tabel 1.3 Persentase Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu 
Timur. 
Pajak 2011 2012 2013 2014 2015 
Pajak Hotel 65.22% 101.66% 87.68% 107.39% 123.70% 
Restoran & RM  108.08% 126.88% 91.30% 99.05% 123.99% 
Pajak Hiburan 152% 143.68% 227.25% 50.57% 120.83% 
Pajak Reklame 25.26 138.81% 101.13% 109.41% 108.53% 
Pajak PJ 100.29% 96.50% 107.37% 100.35% 102.57% 
Pajak MBLB 96.91% 103.01% 111.91% 80.95% 114.23% 
Pajak ABT -   51.17% 39.67% 101.42% 
BPHTB 184,18% 95.26% 111.71% 71.94% 302.13% 
PBB - - - 90.01% 105.53% 
 Sumber: BPKD Kab. Luwu Timur  
 
Melihat tabel 1.3 diatas yang menggambarkan bagaimana persentase 
target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami presentase 
yang fluktuatif. Kondisi kelebihan dan kekurangan yang cukup signifikan ini 
memberikan gambaran bahwa perhitungan potensi yang digambarkan 
pemerintah daerah bisa saja tidak sesuai. Besarnya target terhadap realisasi 
mengalami flukuatif, ini bisa terjadi karena penentuan potensi yang dilakukan 
belum sesuai atau hanya mendasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya. 
Dalam pencapaian target suatu potensi, pemerintah daerah mendapatkan 
Reward dari hasil kinerja pemerintah dalam mencapai potensi tersebut. Reward 
yang diberikan seharusnya sesuai dengan kinerja pemerintah daerah, bukan 
hanya berdasar dari besaran realisasi dari target yang di dapatkan yang tidak 




Dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak, hingga saat ini 
sebuah instansi dalam pemungutan pajak masih menggunakan sistem target, 
yakni sistem pemungutan pajak tersebut ditentukan dari jumlah target tahun 
sebelumnya. Apabila target sebelumnya tercapai, maka target tahun ini akan 
dinaikkan dan begitu pula sebalikya jika target tahun sebelumnya tidak tercapai 
maka target tahun ini akan diturunkan. Penggunaan tolak ukur ini masih belum 
menggambarkan keberhasilan penerimaan pajak yang sesungguhnya karena 
apabila pemungutan pajak tersebut berpatokan pada target tahun sebelumnya 
makan akan dipertanyakan apakah realisasi pendapatan pajak yang di setor ke 
kas daerah adalah yang menggunakan sistem target tersebut telah sesuai 
dengan potensi rillnya atau belum, dengan kata lain penerimaan pajak tersebut 
sudah maksimal atau belum. 
Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi 
tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur. 
Pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. Melalui permasalahan tersebut maka diperlukan 
identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan guna mendapatkan gambaran mengenai potensi penerimaan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sehingga dapat meningkatkan 
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 pemungutan pajak 
daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Penetapan dengan Perda 
ini bertujuan agar setiap pemungutan pajak daerah mempunyai kekuatan payung 
hukum yang jelas. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 di dalam 
Peraturan daerah (Perda) yang mengatur pemungutan pajak daerah juga diatur 




bagi penerimaan suatu jenis pajak daerah. Tarif pajak daerah hendaknya 
mencerminkan potensi pajak daerah tersebut, sehingga target yang ditetapkan 
mempunyai patokan yang jelas dan penerimaannya pun dapat dioptimalkan. 
 Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah diwajibkan 
untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak ini disesuaikan 
dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah 
(Perda), salah satu jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan 
pemungutannya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi 
Kabupaten Luwu Timur yang sementara berkembang dengan jumlah 
penambangan yang terus berproduksi memungkinkan adanya Wajib Pajak yang 
tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. 
 Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu 
pemerintahan. Dimana menurut Mardiasmo (2011:134) Efektivitas adalah ukuran 
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan 
efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak 
yang ditargetkan Halim (2007:96).  
 Penelitian mengenai potensi dan efektivitas pajak telah banyak dilakukan 
oleh beberapa peneliti. Penelitian Pamela Indira Lasut, Grace B. Nangony, dan 
Rudy Pusung yang menguji efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan 
pengelolaan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli 
daerah kota tomohon, dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa 
tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009, 




efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Sistem pemungutan yang harus lebih 
diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemkot Tomohon, agar penerimaan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif menjadi saran dalam penelitian 
tersebut. Penelitian tersebut di perkuat oleh penelitian  dari Indah Rahmawati 
(2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan di tiap 
tahunnya. Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga 
selalu lebih besar daripada realisasi penerimaan DPPKAD kecuali pada tahun 
2013. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik 
berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan potensi penerimaan 
menunjukkan kurang efektif kecuali di tahun 2013 sangat efektif. Berbeda 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Enggar D. P. A (2011) Hasil yang 
diperoleh adalah: penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 2002 – 2009 
mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada pada kategori 
sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB) sebagai sektor yang sangat efektif dan efisien. Penelitian 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPI.  
 Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menguji lebih lanjut potensi dan 
efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur. 
Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada objek dan 
waktu penelitiannya. Penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Luwu Timur. 
Motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan dan 
efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur 




 Berdasarkan alasan tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian 
dengan judul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan Kabupaten Luwu Timur”.  
 
1.2 Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 
mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut. 
1. Seberapa besar potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur? 
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur? 
3. Bagaimana efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Kabupaten Luwu Timur? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur. 
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur. 
3. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan 






1.4 Kegunaan Penelitian 
 1.4.1 Kegunaan Teoretis 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah dan 
memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan pengoptimalisasian potensi Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan secara efektif dalam rangka meningkatkan 
pendapatan asli daerah. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
 Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan 
bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terutama aparat 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk 
meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak mineral bukan 
logam Kabupaten Luwu Timur sebagai sumber pendapatan asli 
daerah. 
 
1.5 Sistematika Penulisan  
 Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan 
sistematika penulisan sebagai berikut.  
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 





BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pusataka yang berisi 
landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.  
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode 
analisis.  
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan 
pembahasan. 
BAB V PENUTUP 







2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pengertian Pajak 
 Defenisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang 
perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: 
 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
 pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
 untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai 
berikut: 
 “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
 terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
 peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 
 dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
 pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 
 yang menyelenggarakan pemerintahan”.  
 Sedangkan menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari ketiga definisi di atas 
terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan 





 Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
2. Berdasarkan  undang-undang. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat 
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara atau Daerah, yakni 
pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
 Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang 
secara langsung dapat ditunjuk. 
2.1.1.1 Fungsi Pajak 
 Ada dua fungsi pajak Mardiasmo (2016:4), yaitu. 
1. Fungsi anggaran (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi tingkat konsumsi  minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenkan terhadap barang-barang mewah untuk 




c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia. 
 
2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak  
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat Mardiasmo (2016:4) sebagai 
berikut: 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan 
hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,  penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat 
Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 






4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.1.3 Pengelompokan Pajak  
Mardiasmo (2016:7) mengelompokkan pajak ke dalam beberapa 
kelompok, diantaranya sebagai berikut: 
1. Menurut Golongannya  
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
                       Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 




Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah. 
3. Menurut lembaga pemungutannya 
a.  Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 
Daerah terdiri atas: 
 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Bahan Bakar Bermotor. 
 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
dan Pajak Hiburan. 
 
2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak 
Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu. 
a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 
 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
 Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan 
 yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku 
 untuk Wajib Pajak dalam negeri. 
b. Asas sumber 
 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
 bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal 




c. Asas kebangsaan 
 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 
 Negara. 
 
Menurut Smith dalam Erly (2008:27-28) asas-asas pemungutan pajak 
dapat dikelompokkan sebagai berikut.  
1. Asas persamaan (Equality) 
Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang 
dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang 
dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality, 
tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara 
sesama Wajib Pajak. 
2. Asas kepastian (Certainty) 
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal 
kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yamg diutamakan adalah 
mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan 
pembayarannya. 
3. Asas menyenangkan (Convenience of payment) 
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib 
Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya 
penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 
4. Asas efisiensi (Economic of collections) 
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien 
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari 




ada artinya jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan 
pajak yang akan diperoleh. 
 
 
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak terdiri dari Mardiasmo (2016:9-10) sebagai 
berikut. 
1. Official Assessment System  
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya sebegai berikut. 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada 
pada fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Kriterianya adalah sebagai berikut:  
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 






3. With Holding System 
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang  oleh 
Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
 
 
2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Pajak 
Kewajiban dan hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016:59-60) adalah 
sebagai berikut. 
1. Kewajiban Wajib Pajak 
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 
b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 
d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan 
memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang 
telah ditentukan. 
e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 
f. Jika diperiksa wajib: 
1) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 





2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 
g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, 
atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat 
oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 
pemeriksaan. 
2.  Hak Wajib Pajak 
a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 
b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 
c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 
d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 
e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 
pembayaran pajak. 
f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan 
dalam surat ketetapan pajak. 
g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak. 
h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, 
serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah. 
i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 
pajaknya. 
j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 






2.1.2 Pajak Negara 
Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku Mardiasmo (2016:13-
14) adalah. 
1. Pajak Penghasilan (PPh) 
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang 
No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak 
penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU 
Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970. 
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN &       
PPn BM) 
Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPn 
BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan 
pengganti UU Pajak Penjualan 1951. 
3. Bea Materai 
Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang No. 
13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 
April 1986 dan menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea 
Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921). 
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
 Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-
Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB 




a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908. 
b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923. 
c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932. 
d. Ordonansi Verponding tahun 1982. 
e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942. 
f. Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 
14 huruf j, k, l. 
g. Undang-undang nomor 11 Prp. tahun 1959 Pajak Hasil Bumi. 
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. 
Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 
menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291. 
 
2.1.3 Pajak Daerah 
 Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 
Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah 
antara lain: 
1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah. Adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 




2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak. Menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 
Angka 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi poliotik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
4. Subejek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
 Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian Mardiasmo (2016:15), yaitu 
sebagai berikut. 
1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 
a. Pajak kendaraan bermotor 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 




e. Pajak rokok 
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: 
a. Pajak hotel 
b. Pajak restoran 
c. Pajak hiburan 
d. Pajak reklame 
e. Pajak penerangan jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak parkir 
h. Pajak air tanah 
i. Pajak sarang burung walet 
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi 
tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu 
kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak 
untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. 
 
2.1.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlakukanya 
Undang-Undang No 28 tahun 2009 antara lain bertujuan untuk penyempurnaan 
dan penataan kembali beberapa jenis pajak daerah dan retribusi yang pada 
hakikatnya terjadi pola pembagian jenis-jenis pajak dan penciptaan jenis pajak 
baru dan untuk kemudahan administrasi sehingga realisasi penerimaan pajak 




jenis-jenis pajak dan retribusi dan memberikan beban yang lebih adil kepada 
masyarakat.  
 Salah satu bentuk penataan kembali retribusi yang pada hakikatnya 
bersifat pajak yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sebelumnya 
dalam Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum 
Pajak Daerah dikategorikan sebagai Retribusi Pengambilan dan Pengolahan 
Bahan Galian Golongan c yang kemudian diubah menjadi Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan. Selain disebabkan pengambilan dan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan adalah bersifat pajak, penataan kembali pajak ini bertujuan 
untuk lebih memberikan perhatian pada masalah dan pelestarian lingkungan 
sebagai dampak kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan mineral bukan 
logam dan batuan tersebut. 
 
2.1.4.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang saat ini 
diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Azhari 
(2015:247) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 
ayat 2 huruf f Undang-Undang No 34 tahun 2000), baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam 
dan batuan.  
 Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam meliputi Asbes, Bentonit 
Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Gips, Kalsit, Kaolin, Magnesit,  




(alum), Yarosif, Zeolite, dan Mineral bukan logam lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Objek pajak yang termasuk batuan meliputi Batu tulis, Batu setengah 
permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Granit / andesit, Leusit, Pasir 
dan kerikil, Tanah serap (full earth), Tanah diatome, Tanah liat, Trakkit, dan 
Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2.1.4. 2 Dasar Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 Ditinjau dari segi lapangan pajak, Pajak Pengambilan Mineral Bukan 
Logam dan Batuan adalah jenis pajak daerah kota/kabupaten, sehingga petunjuk 
teknis mengenai pelaksanaan Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan akan di atur dalam Peraturan daerah kota/kabupaten. Sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010, dasar 
pengenaan pajak adalah sebagai berikut :  
1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual 
hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 
2. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan 
dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan 
logam dan batuan. 
3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam 
wilayah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga 
standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang 





2.1.4.3 Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata 
tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah 
untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, 
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas. 
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan 
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara 
komersial. 
 
2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek 
pajak dan Wajib Pajak adalah:  
1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil 
mineral bukan logam dan batuan. 
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral 
bukan logam dan batuan.  
2.1.4.5 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% 
(dua puluh lima persen). 
2.1.4.6 Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 Pajak MBLB = Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan 






2.1.4.7 Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang 
1. Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah. 
2. Masa pajak terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
kalender atau ditetapkan lain oleh Bupati. 
3. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat mulai diselenggarakan 
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
2.1.5 Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 
2.1.5.1 Pengertian Potensi  
 Kata potensi berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu potencial. 
Artinya ada dua kata, yaitu, (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; 
kemungkinan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi 
potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 
dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya.Intinya, secara sederhana, potensi 
adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan Majdi (2007:86). 
 Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum 
didapat atau diperoleh di tangan. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan. Iktama (2012) menuliskan rumus untuk perhitungan potensi Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut. 
Pt = 
n
∑I=1 VI x Hrg x Tr 
Dimana: 





∑I=1 : Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n mineral bukan 
logam dan batuan 
VI : Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m
3
/tahun 
Hrg : Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah 
ditetapkan Rp/m
3  
Tr : Besarnya tarif pajak 
 
2.1.6 Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 Secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu 
tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektifitas meurut John (1986:35) adalah: 
“Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara 
membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi 
atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif ”. Menurut Mardiasmo 
(2011:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 
mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, 
maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas menurut 
Halim (2002:129) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target 
yang ditetapkan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas penerimaan Pajak 










 Efektivitas potensi adalah angka indeks atau rasio antara realisasi Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan potensi Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan. Perhitungan efektivitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi 
penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan pajak. Adapun cara 
untuk mengukur efektivitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut 
Abdul Halim (2008:234):  
Efektifitas Potensi  =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
Potensi Penerimaan Pajak
x  100% 
 Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pemungutan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. 
Tingkatan efektivitas dikategorikan sebagai berikut :  
1 Sangat efektif yaitu > 100% 
2 Efektif antara 90 –100% 
3 Cukup efektif antara 80 – 90% 
4 Kurang efektif antara 60 – 80% 
5 Tidak efektif bila < 60% 
2.2 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu 
penelitian oleh  Pamela dkk dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai 




memahami secara mendalam pada setting penelitian dan berusaha 
mengungkapkan secara apa adanya. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 
berikut:  
1. Efektivitas penerimaan dan upaya pemungutan Pajak pengambilan dan 
pengelolaan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber 
pendapatan asli daerah kota tomohon. 
2. Kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan 
logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah di kota 
tomohon. 
 Penelitian oleh Enggar dkk yang berudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas 
Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Jambi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan 
efektivitas penerimaan pajak daerah Propinsi Jambi. Pajak daerah, sebagai salah 
satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah 
kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung 
memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 
memungut pajak daerah yang dibayarkannya.  
 Firrawan yang berjudul “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah di Kabupaten 
Kayong Utara”. Dimana  tujuan penelitianya untuk mengetahui bagaimana 
potensi BPHTB, juga efektivitas dan efisiensi pemungutan BPHTB di Kabupaten 
Kayong Utara. Serta untuk melihat apa yang menjadi kendala Pemerintah 




 Rahmawati (2014) yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya potensi 
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, efektifitas Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan serta mengetahui strategi terbaik yang harus 
dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi 
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik terus 
mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan juga selalu lebih besar daripada realisasi penerimaan 
DPPKAD kecuali pada tahun 2013. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Kabupaten Gresik berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat 
efektif. Sedangkan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali di tahun 
2013 sangat efektif.  
2.3 Kerangka Pemikiran  
Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak 
Daerah. Salah satu dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam 
meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dimana basis Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan yang diperoleh dari penjumlahan antara nilai jual hasil pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan dikalikan tarif pajak, sehingga diperoleh potensi 
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Apabila potensi 
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dapat 




Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diterima, maka Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan tersebut telah efektif. 
Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
maka dihasilkan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak 
Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat 
membiayai pembangunan daerah secara maksimal. 
Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan dan kontribusi sangat diperlukan untuk 
meningkatkan Pajak Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 















Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 
Realisasi Penerimaan 
Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 
Efektivitas Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 







3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bila 
di  tinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu 
prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2011). 
Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-
keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran 
tentang Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur. Dalam 
penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan besaran potensi dan 
persentase efektivitas yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan 
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur. 
Unit analisis dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Luwu Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur.  
3.2 Tempat dan Waktu 
 Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili. 
Sedangkan waktu peneliti butuhkan dua bulan yang dilakukan pada bulan 






3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Data Subyek yaitu data yang didapatkan peneliti melalui wawancara 
langsung dengan staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur. 
2. Data Fisik yaitu data yang didapatkan peneliti dari buku atau literatur 
yang dapat mendukung penelitian ini. 
3. Data Dokumenter yaitu data yang didapatkan peneliti dari jurnal atau 
artikel yang dapat mendukung penelitian ini. 
 Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui 
pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara 
peneliti terhadap objek penelitian. 
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil 
dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang 
memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh informasi dan data yang akan dikelolah untuk 








1. Tinjauan Kepustakaan 
Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mempelajari dan 
membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan 
dengan objek penelitian. 
2. Wawancara 
Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi 
berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan.  
3. Dokumentasi 
Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data 
dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 
untuk dijadikan data penelitian. 
4. Observasi 
Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan 
pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai di kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 
3.5 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang 
berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan 
penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan potensi yang 
dimiliki Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu sumber 






3.5.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis 
menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan 
penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya 
potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan 
apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk 
menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. 
Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan pertama perlu diketahui tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang di tetapkan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan pehitungan 
sebagai berikut: 
Potensi PMBLB = Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan x Tarif Pajak 
Semakin besar hasilnya, maka semakin besar potensi penerimaan yang bakal 
diterima sebagai penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
 
3.5.2 Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi 
dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan 
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka efektifitas yang 
dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan yang didapatkan dari jumlah penerimaan potensi pajak yang 










 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas selalu memiliki 
keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 
dicapai. Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi 
dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah 
berhasil mencapai apa yang diharapkan. Tingkat efektifitas dapat digolongkan 
kedalam beberapa kategori sebagai berikut: 
1. Sangat efektif yaitu > 100% 
2. Efektif antara 90 – 100% 
3. Cukup efektif antara 80 – 90% 
4. Kurang efektif antara 60 – 80% 

















 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan potensi penerimaan dan 
efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten 
Luwu Timur. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010. Adapun 
kesimpulan dari fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai potensi Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kabupaten 
Luwu Timur tahun 2012 sebesar Rp.55.471.336.646,- pada tahun 2013 
sebesar Rp.56.467.308.000,- tahun 2014 sebesar Rp.53.373.471.000,- 
tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 sebesar Rp.55.434.480.000,- dan pada 
tahun 2016 sebesar Rp.55.577.668.000,-.  
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Luwu timur tahun 2012 mencapai 46,16%. Tahun 
2013 sebesar 37,65%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sehingga 
hanya mencapai 29,87%. Tahun 2015 mengalami peningkatan kontribusi 
sebesar 32,22%, dan tahun 2016 kembali mengalami penurunan kontribusi 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya mencapai 27,78%. 
3. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2012-2016 berdasarkan target 
penerimaan rata-rata sangat efektif dengan persentase 102.88% tiap 




berdasarkan potensi penerimaan rata-rata menunjukkan cukup efektif 
dengan persentase 84,37% tiap tahunnya.  
 
5.2 Keterbatasan Peneliti 
1. Pada penelitian ini peneliti memiliki pembahasan yang terbatas. 
Pembahasan hanya mengenai potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan terhadap pendapatan asli daerah yang terkait dengan sistem 
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan itu sendiri, potensi 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kontribusi Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan terhadap pendapatan asli daerah dan pajak daerah, 
serta efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mengambil sampel hanya 
dalam jangka waktu selama lima tahun yaitu yahun 2012-2016 sehingga 
tingkat keakuratan hasil analisis masih kurang lengkap.  
 
5.3  Saran Penelitian 
 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan. 
1. Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya BPKD 
Kabupaten Luwu Timur sebaiknya memaksimalkan kerjasama dengan pihak 
terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melakukan pendataan 
ulang terhadap subjek pajak, Wajib Pajak, dan objek pajak serta izin usaha 
pertambangan (IUP) sehingga penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan lebih maksimal. 
2. Sosialisasi secara keseluruhan terkait Perda pajak mineral bukan logam, 




seluruh masyarakat. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak 
setempat seperti pihak kecamatan, desa dan/atau kelurahan untuk 
mensosialisasikan Perda. Hal ini dapat memberikan kontribusi wawasan dan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang proses perizinan dan mekanisme 
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga akan 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 
3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini BPKD untuk menambah 
petugas lapangan, menerapkan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak 
melaporkan kewajibannya dan melakukan pengawasan dan penertiban 
secara rutin di wilayah yang rawan akan produktivitas dan/atau pengambilan 
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